BAB IlI1

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:
1. Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sudah baik dan sesuai aturan walaupun
tetap ada beberapa oknum yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang.

Tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir sudah baik dan sesuai
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aturan dikaernakan adanya peraturan yang mewajibkan para pemilik IUP untuk
memberikan deposit tanda keseriusan melakukan reklamasi dan pasca tambang
yang jumlahnya lumayan besar untuk menjamin para pemilik ITUP melakukan
reklamasi dan pascatambang. Kewajiban memberikan deposit tersebut
disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogkayarta
Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam,
mineral bukan logam, dan batuan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha
tambang wajib untuk mendepostikan uang jaminan dalam melakukan reklamasi
dan pasca tambang untuk pengendalian lingkungan.

Reklamasi yang dilakukan para pemlik Izin Usaha Pertambangan pasir di
Kabupaten Sleman biasanya berupa penanaman tanaman di bibir sungai pada
wilayah pertambangan dan melakukan penataan dan penghancuran batu di
wilayah pertambangan untuk memperlancar aliran air di lokasi pertambangan.

. Sanksi  Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan
reklamasi/pascatambang atau pengendalian lingkungan yang biasanya diterima
adalah sanksi administratif dan/atau pengambilan uang jaminan pengendalian
lingkungan untuk mengganti biaya reklamasi/pasca tambang atau pengendalian
lingkungan. Sanksi administratif yang biasa dilakukan adalah teguran lisan atau
tertulis, penghentian sementara operasi pertambangan, dan pencabutan izin pada
pemilik izin usaha tambang yang lokasi tambangnya bermasalah. Masalah yang
timbul biasanya dikarenakan berada di wilyah Taman Nasional Gunung Merapi
atau dikarenakan masyarakat memprotes lokasi tambang yang mengganggu
aliran air untuk rumah-rumah warga di sekitar tambang. Adapun apabila ada

beberapa oknum pemilik IUP yang tidak melakukan reklamasi atau pasca
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tambang biasanya dilakukan pencabutan IUP OP dan juga pengambilan uang

deposit untuk biaya pengganti melakukan reklamasi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebaiknya melakukan penanganan
terhadap tambang yang tidak berizin dan ilegal agar tidak semakin merusak
lingkungan dan merugikan warga sekitar maupun para pemilik usaha tambang
yang memiliki Izin Usaha Tambang.

2. Para pemilik usaha tambang harus lebih pro aktif melaporkan kepada Dinas
Lingkungan Hidup ataupun kepolisian apabila melihat dan mengetahui adanya
tambang tidak berizin dan illegal yang berada disekitar lokasi tambangnya.

3. Dalam pemberian izin sebaiknya PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta
melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu terhadap persyaratan yang
diajukan.

4. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya memberikan
penambahan sanksi bagi para pemilik IUP agar lebih memberikan efek jera

ketika para pemilik IUP melakukan pelanggaran dalam proses pertambangan.
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